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Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional memerlukan
perhatian khusus dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM
dalam konflik bersenjata melalui pendekatan normatif dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional, seperti
Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta peran organisasi internasional dalam implementasi aturan tersebut.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
studi literatur terhadap berbagai instrumen hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, tantangan dalam implementasi
dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Pelanggaran HAM sering terjadi akibat lemahnya sanksi
terhadap pelanggar dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif.
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Pendahuluan

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata merupakan
isu yang sangat penting dalam hukum internasional. Konflik bersenjata sering kali
mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius, baik terhadap individu maupun kelompok.
Dalam kerangka hukum internasional, terdapat berbagai instrumen yang dirancang untuk
melindungi HAM, termasuk Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, yang mengatur
perlindungan terhadap warga sipil dan personel medis di daerah konflik (Laksono, 2024).
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Hukum Humaniter Internasional (HHI) menekankan bahwa semua pihak yang terlibat
dalam konflik bersenjata harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia,
termasuk hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk
mendapatkan perawatan medis (Brata, 2023).

Pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata dapat berupa pembunuhan massal,
penghilangan paksa, penyiksaan, serta serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur
sipil. Hukum internasional mengatur berbagai mekanisme untuk menanggulangi
pelanggaran ini, seperti pengadilan internasional dan tribunal khusus yang bertujuan
untuk menuntut pelaku kejahatan perang (Pratama, 2021). Dalam banyak kasus,
implementasi hukum ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kerja sama
dari negara yang terlibat dalam konflik, serta tantangan dalam pengumpulan bukti dan
saksi (Sudiarta, 2024). Oleh karena itu, efektivitas hukum internasional dalam menegakkan
HAM di wilayah konflik masih menjadi tantangan besar yang perlu dikaji lebih lanjut
(Hong, 2024).

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM juga tercermin dalam berbagai regulasi
nasional yang mengatur perlindungan HAM, meskipun implementasinya sering kali
menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka
hukum yang kuat, tantangan dalam penegakan hukum, budaya hukum yang lemah, dan
diskriminasi masih menjadi hambatan signifikan dalam perlindungan HAM (Fitriani, 2021).
Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum internasional dan
nasional berinteraksi dalam memberikan perlindungan kepada individu yang terkena
dampak konflik bersenjata, serta bagaimana negara bertanggung jawab untuk melindungi
dan menegakkan hak-hak tersebut (Thontowi, 2016).

Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan petugas
medis, menjadi perhatian utama dalam hukum internasional. Anak-anak sering kali
menjadi korban rekrutmen paksa oleh kelompok bersenjata, sementara perempuan
mengalami kekerasan seksual yang sistematis selama konflik (Laksono, 2024). Selain itu,
serangan terhadap fasilitas kesehatan dan petugas medis selama konflik bersenjata
merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yang dapat dikategorikan
sebagai kejahatan perang (Pratama, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami
bagaimana hukum internasional dapat diterapkan untuk melindungi kelompok-kelompok
ini dan memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban
(Brata, 2023).

Dalam perkembangan hukum internasional, terdapat upaya untuk memperkuat
mekanisme perlindungan HAM dalam konflik bersenjata, seperti resolusi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam kasus pelanggaran
HAM berat (Sudiarta, 2024). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi
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tantangan dari berbagai aktor politik dan militer yang terlibat dalam konflik. Oleh karena
itu, perlu adanya kerja sama antara komunitas internasional dan lembaga penegak hukum
nasional untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan
perlindungan yang layak (Fitriani, 2021).

Hukum internasional memberikan kerangka normatif yang penting untuk
memastikan bahwa individu yang terlibat dalam konflik, baik sebagai korban maupun
pelaku, mendapatkan perlindungan yang layak. Hukum Humaniter Internasional (HHI),
khususnya Konvensi Jenewa, menetapkan standar perlindungan bagi warga sipil dan
petugas medis dalam situasi konflik bersenjata. Namun, terdapat tantangan signifikan
dalam penerapan prinsip-prinsip ini, terutama terkait dengan pengenalan dan pengaturan
perusahaan militer dan keamanan swasta (PMSC) yang sering kali beroperasi di luar
jangkauan hukum internasional (Indrawan, 2018).

Salah satu isu utama adalah bagaimana 'Perang terhadap Keganasan' dapat
diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata, yang berimplikasi pada penerapan HHI. Dalam
konteks ini, Nasir et al. menyoroti pentingnya perlindungan bagi individu yang ditahan
dalam situasi ini, yang harus mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan Konvensi
Geneva Keempat (Nasir et al., 2017). Selain itu, serangan terhadap fasilitas kesehatan selama
konflik bersenjata juga merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan HHI, yang dapat
mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat sipil (Laksono, 2024).

Pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam konflik bersenjata, seperti yang terlihat
dalam invasi Rusia ke Ukraina, menunjukkan bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh
negara dapat melanggar norma-norma dasar hukum internasional (Sudiq, 2022).
Pelanggaran ini tidak hanya mencakup serangan terhadap warga sipil tetapi juga terhadap
infrastruktur sipil, yang berpotensi mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi
pemulihan masyarakat yang terkena dampak (Sudiq, 2022).

Negara harus berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan hukum internasional
yang relevan, termasuk perlindungan bagi pengungsi dan korban konflik, sebagaimana
diatur dalam berbagai instrumen internasional (Mallongi, 2024). Namun, tantangan tetap
ada dalam hal implementasi dan harmonisasi hukum domestik dengan kewajiban
internasional, yang sering kali terhambat oleh kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten
(Prasetiawan & Hastuti, 2020).

Oleh karena itu, studi normatif ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam
penerapan hukum internasional terkait perlindungan HAM dalam konflik bersenjata. Hal
ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan
bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk PMSC, mematuhi hukum

internasional yang berlaku (Indrawan, 2018). Dengan demikian, upaya untuk melindungi
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HAM dalam konteks konflik bersenjata memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
kolaboratif antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.

Studi normatif ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM dalam konflik
bersenjata berdasarkan hukum internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam
implementasinya. Melalui analisis terhadap berbagai instrumen hukum dan kasus-kasus
yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat
kebijakan perlindungan HAM di wilayah konflik dan mendorong akuntabilitas terhadap
pelaku pelanggaran HAM (Thontowi, 2016).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif,
yang berfokus pada kajian terhadap peraturan hukum internasional yang mengatur
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik bersen. Dalam penelitian ini,
literatur yang digunakan mencakup berbagai penelitian terdahulu yang membahas
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum
internasional. Beberapa kajian penting yang akan menjadi referensi antara lain penelitian
mengenai efektivitas Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya dalam melindungi
warga sipil dan kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Analisis
dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menelaah norma-

norma hukum dan penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil dan Pembahasan
A.Kerangka Hukum Normatif Internasional dalam Perlindungan HAM

Hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI),
memberikan kerangka normatif yang penting untuk melindungi hak asasi manusia (HAM)
dalam konflik bersenjata. HHI, yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol
tambahan, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua pihak yang
terlibat dalam konflik. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil,
petugas medis, dan individu yang tidak terlibat dalam permusuhan (Suryokumoro &
Ikaningtyas, 2020). Konvensi Jenewa sebagai bagian utama dari HHI memberikan landasan
hukum yang mengikat negara-negara untuk mematuhi norma-norma perlindungan
terhadap korban konflik (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Selain itu, hukum kebiasaan
internasional juga berperan penting dalam menetapkan norma-norma yang mengatur
perilaku negara dalam konflik, seperti yang terlihat dalam kasus Militer dan Paramiliter
Nikaragua v. Amerika Serikat, di mana pengadilan internasional menegaskan pentingnya

mematuhi hukum internasional (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).
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Penerapan HHI dalam konteks konflik bersenjata memiliki dampak besar dalam
menjaga ketertiban internasional dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan
(Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan
dalam penerapan hukum ini, terutama ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak
sepenuhnya patuh terhadap aturan yang telah disepakati (Suryokumoro & Ikaningtyas,
2020). Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan sanksi internasional menjadi penting
untuk memastikan bahwa hukum ini dapat ditegakkan dengan efektif (Suryokumoro &
Ikaningtyas, 2020).

Kerangka hukum normatif internasional dalam perlindungan hak asasi manusia
(HAM) berperan penting dalam menciptakan standar yang mengikat bagi negara-negara
untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu. Hukum internasional, melalui
berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memberikan pedoman yang
jelas mengenai hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara kepada warganya. Candra
menekankan bahwa kerangka hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus
diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional untuk memberikan
perlindungan yang nyata bagi individu, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak
jalanan (Candra, 2024).

Kerangka hukum internasional juga mencakup prinsip-prinsip hukum humaniter
internasional (HHI) yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Laksono menjelaskan bahwa HHI
menetapkan perlindungan bagi individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan,
termasuk warga sipil dan petugas medis, serta mengatur larangan terhadap serangan yang
tidak proporsional dan pelanggaran terhadap fasilitas kesehatan (Laksono, 2024). Hal ini
menunjukkan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai alat untuk melindungi HAM
dalam situasi yang paling ekstrem, di mana pelanggaran sering terjadi.

Pentingnya penerapan prinsip pemisahan antara objek sipil dan militer dalam konflik
bersenjata juga diangkat oleh Prasetiawan dan Hastuti, yang menunjukkan bahwa
meskipun Indonesia telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa, penerapan prinsip ini
masih menghadapi tantangan dalam legislasi nasional (Prasetiawan & Hastuti, 2020).
Ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa
perlindungan HAM tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan
dalam praktik.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks kekerasan
dalam rumah tangga juga menjadi bagian dari kerangka hukum normatif internasional.
Rosyaadah dan Rahayu mencatat bahwa meskipun Indonesia telah menandatangani
deklarasi internasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pelaksanaan

di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi untuk memastikan
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perlindungan yang efektif (Rosyaadah & Rahayu, 2021). Ini menunjukkan bahwa ratifikasi
perjanjian internasional harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk

mengimplementasikan norma-norma tersebut dalam hukum domestik

B. Implikasi Ratifikasi Perjanjian Internasional

Proses ratifikasi perjanjian internasional memiliki implikasi signifikan terhadap
hukum nasional. Di Indonesia, ratifikasi dilakukan melalui undang-undang dan keputusan
presiden, yang menunjukkan bahwa hukum internasional dapat diintegrasikan ke dalam
sistem hukum nasional (Ume, 2020). Ratifikasi perjanjian internasional bukan hanya
sekadar bentuk komitmen simbolis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang
mengikat bagi negara untuk memastikan keselarasan antara hukum nasional dan
internasional (Ume, 2020). Namun, tantangan muncul ketika terdapat inkonsistensi antara
hukum internasional dan hukum nasional, yang dapat menghambat perlindungan HAM
dalam konflik bersenjata (Ume, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
hukum nasional sejalan dengan komitmen internasional yang telah diratifikasi guna
menghindari ketidaksesuaian dalam implementasi peraturan (Ume, 2020).

Integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional memerlukan langkah-
langkah konkret, termasuk revisi regulasi nasional yang tidak selaras dengan perjanjian
internasional yang telah diratifikasi (Ume, 2020). Selain itu, perlu ada sosialisasi dan
edukasi kepada para penegak hukum agar implementasi perjanjian internasional dapat
berjalan dengan optimal (Ume, 2020). Dengan demikian, ratifikasi tidak hanya menjadi
sekadar formalitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perlindungan HAM dalam
negeri (Ume, 2020).

Ratifikasi perjanjian internasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum
nasional dan kebijakan suatu negara. Proses ratifikasi ini tidak hanya mengubah status
hukum perjanjian internasional menjadi hukum nasional, tetapi juga mempengaruhi
berbagai aspek dalam sistem hukum dan politik negara tersebut. Ume menjelaskan bahwa
setelah ratifikasi, perjanjian internasional yang telah disahkan melalui undang-undang atau
keputusan presiden akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pemerintah
dan lembaga negara wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut
(Ume, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi berfungsi sebagai jembatan antara
hukum internasional dan hukum domestik, yang memungkinkan norma-norma
internasional diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional.

Setyoningsih menyoroti bahwa ratifikasi perjanjian internasional seperti Agreement on
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah membawa dampak yang
signifikan terhadap politik hukum di Indonesia. Ratifikasi ini tidak hanya mengharuskan

Indonesia untuk menyesuaikan peraturan domestiknya dengan ketentuan internasional,
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tetapi juga mempengaruhi iklim investasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di
negara tersebut (Setyoningsih, 2021). Dengan demikian, ratifikasi perjanjian internasional
dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat posisi negara dalam arena global, serta
meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional.

Terdapat tantangan dalam implementasi ratifikasi tersebut. Sinaga dan Claudia
mencatat bahwa perubahan dalam sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian
internasional sering kali menghadapi hambatan, baik dari segi regulasi maupun dari
perspektif kepentingan nasional. Usulan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme
pengesahan agar lebih mengutamakan kepentingan nasional dan tidak merugikan daerah
(Sinaga & Claudia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ratifikasi membawa
implikasi positif, prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa

kepentingan lokal tetap terjaga.

C. Ketaatan Negara terhadap Hukum Internasional

Ketaatan negara terhadap hukum internasional, termasuk HHI, sangat penting untuk
memastikan perlindungan HAM selama konflik bersenjata. Negara-negara yang terlibat
dalam konflik, seperti Rusia dalam agresi terhadap Ukraina, sering kali melanggar hukum
internasional, yang menunjukkan keterbatasan dalam penegakan hukum internasional
(Sudiq, 2022). Meskipun hukum internasional telah mengatur berbagai mekanisme
penegakan, masih terdapat kendala dalam implementasi yang disebabkan oleh
kepentingan politik dan kedaulatan negara (Sudiq, 2022). Ketaatan terhadap prinsip-
prinsip hukum internasional, seperti itikad baik, menjadi kunci untuk menciptakan
lingkungan yang aman dan menghormati HAM (Sudiq, 2022). Oleh karena itu, perlu ada
langkah lebih konkret dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional
guna memastikan kepatuhan negara terhadap norma-norma hukum yang telah disepakati
(Sudiq, 2022).

Ketaatan negara terhadap hukum internasional merupakan isu yang kompleks dan
multifaset, mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku negara dalam
mematuhi norma-norma internasional. Salah satu pendekatan untuk memahami ketaatan
ini adalah melalui analisis mekanisme sosial dan psikologis yang berperan dalam proses
internalisasi norma-norma hak asasi manusia. Greenhill mengemukakan bahwa
keanggotaan dalam organisasi internasional dapat meningkatkan biaya bagi negara yang
melanggar norma hak asasi manusia, sehingga mendorong negara untuk meningkatkan
kinerja hak asasi manusia mereka (Greenhill, 2010). Pendekatan ini menunjukkan bahwa
interaksi antar negara dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan ketaatan

terhadap hukum internasional.
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Simmons menyoroti bahwa meskipun hukum internasional sering dianggap sebagai
norma yang harus dipatuhi, terdapat skeptisisme di kalangan ilmuwan politik mengenai
efektivitas hukum internasional dalam mempengaruhi perilaku negara (Simmons, 2000).
Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak selalu bersifat otomatis dan dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan nasional dan konteks politik domestik. Deng
menambahkan bahwa kepatuhan negara

Dalam beberapa kasus, negara yang melanggar hukum internasional sering kali
menghadapi sanksi diplomatik atau ekonomi sebagai bentuk tekanan dari komunitas
internasional (Sudiq, 2022). Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan, mengingat
banyak negara yang tetap melanjutkan kebijakan mereka meskipun mendapatkan sanksi
(Sudigq, 2022). Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum melalui lembaga
internasional seperti PBB dan Mahkamah Internasional menjadi sangat krusial dalam

memastikan kepatuhan negara terhadap aturan hukum internasional (Sudiq, 2022).

D.Peran Masyarakat Internasional dan Organisasi Non-Pemerintah

Masyarakat internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran
penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM dalam Kkonflik bersenjata.
Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berfungsi sebagai
pengawas dan pelapor pelanggaran HAM, memberikan tekanan pada negara-negara untuk
mematuhi hukum internasional (Pratiwi, 2024). Selain sebagai pengawas, NGO juga
berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM serta
mengadvokasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia (Pratiwi,
2024). Selain itu, peran lembaga internasional seperti PBB dalam memberikan bantuan
kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian sangat penting untuk memastikan
perlindungan HAM di daerah konflik (Pratiwi, 2024). Keberadaan NGO dan lembaga
internasional ini menjadi bagian integral dalam sistem hukum internasional yang bertujuan
untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang
terdampak konflik (Pratiwi, 2024).

NGO sering kali menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan lembaga internasional
dalam upaya advokasi HAM (Pratiwi, 2024). Mereka tidak hanya melakukan pemantauan
dan pelaporan, tetapi juga memberikan bantuan langsung kepada korban dalam bentuk
layanan medis, psikososial, dan pemulihan ekonomi (Pratiwi, 2024). Dengan demikian,
keberadaan NGO dan masyarakat internasional memberikan kontribusi besar dalam
memastikan bahwa HAM tetap terlindungi di tengah konflik yang terus berlangsung
(Pratiwi, 2024).
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Simpulan

Perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum
internasional memerlukan perhatian dan upaya kolaboratif dari semua pihak. Meskipun
terdapat kerangka hukum yang ada, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum
tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif
yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk
memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap situasi

konflik bersenjata.
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